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OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR …. TAHUN 2026 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 
 
	 
	 
	 

	Menimbang 
	: a. 
	bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur inovasi teknologi sektor keuangan; 

	 
	 b. 
	bahwa ketentuan mengenai inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan perlu dilakukan penyesuaian;

	 
 
	 c. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; 

	Mengingat 
	: 1. 
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6845); 

	
	2.
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7180); 

	 
	 3. 
	[bookmark: _Hlk233444278]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162/OJK)

MEMUTUSKAN: 

	Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN. 



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162/OJK) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.
5. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
6. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK yang telah berizin usaha.
7. Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut Sandbox adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan inovasi untuk menjadi ITSK.
8. Peserta Sandbox yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang pengajuan inovasi model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan untuk diuji coba dalam proses Sandbox diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Rencana Pengujian adalah rencana uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuat oleh Peserta sebagai dasar pelaksanaan proses Sandbox.
10. Hasil Sandbox adalah model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan yang telah diuji dalam proses Sandbox dan dinyatakan lulus Sandbox.
11. Peserta Sandbox Terdaftar adalah setiap pihak yang menyelenggarakan Hasil Sandbox dan/atau pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang sama dengan Hasil Sandbox, dan memperoleh tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Pusat Inovasi adalah sarana yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan edukasi, uji coba, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Peserta, Penyelenggara ITSK, Konsumen, masyarakat, dan pihak lain.
13. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital adalah lembaga jasa keuangan aset kripto dan lembaga jasa keuangan aset keuangan digital selain aset kripto.
14. Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK Aset Kripto adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital khusus terkait aset kripto.
15. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital selain Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK AKD selain Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital selain aset kripto.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 
(1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
a. LJK; 
b. LJK Aset Keuangan Digital;
c. LJK Aset Kripto;
d. LJK AKD selain Aset Kripto;
e. Peserta Sandbox Terdaftar;
f. Penyelenggara ITSK; dan/atau
g. pihak lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara ITSK berbentuk:
a. badan hukum perseroan terbatas; atau
b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
a. tata kelola;
b. manajemen risiko;
c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 
(1) Peserta terdiri atas:
a. LJK; 
b. LJK Aset Keuangan Digital;
c. LJK Aset Kripto;
d. LJK AKD selain Aset Kripto;
e. Peserta Sandbox Terdaftar;
f. Penyelenggara ITSK; dan/atau
g. pihak lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peserta berbentuk:
a. badan hukum perseroan terbatas; atau
b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
a. tata kelola;
b. manajemen risiko;
c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 
(1) Calon Peserta yang akan melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bermaksud mengikuti Sandbox harus mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Calon Peserta yang merupakan LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, LJK Aset Keuangan Digital, LJK Aset Kripto, dan/atau LJK AKD selain Aset Kripto harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan formulir permohonan mengikuti Sandbox, Rencana Pengujian, dan dokumen pendukung.
(5) Calon Peserta yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib memastikan sumber permodalan tidak berasal dari:
a kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau
b kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: 
a. penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; 
b. identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; 
c. rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi yang mencakup jangka waktu pengujian yang dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur; 
e. kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme ganti rugi; 
f. kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan inovasi; 
g. exit policy dan kebijakan transisi jika inovasi yang diuji coba dan dikembangkan tidak dapat dilanjutkan setelah proses Sandbox; 
h. skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; 
i. indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan
j.  kerangka keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan sistem.
(7) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan perbaikan terhadap Rencana Pengujian, Peserta harus melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali Rencana Pengujian yang telah diperbaiki kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Proses uji coba dan pengembangan inovasi dalam Sandbox dimulai sejak diberikannya persetujuan menjadi Peserta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sesuai Rencana Pengujian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) (Baru) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan penyesuaian atas Rencana Pengujian ditengah proses uji coba dan pengembangan inovasi dalam Sandbox sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) (Baru) Atas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus menyesuaikan Rencana Pengujian sesuai dengan penyesuaian yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
a. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap terdapat perubahan yang terkait dengan ITSK dan Peserta;
b. membuka setiap informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. mengikuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox.
(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas, kementerian, lembaga, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox; dan
b. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan LJK dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan atas laporan yang disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara:
a. tidak langsung;
b. langsung; dan/atau
c. metode pemantauan lainnya.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 12 
(1) Atas permohonan Peserta, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan pengecualian sementara dari peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tertentu kepada Peserta dan/atau pihak lain yang terkait dengan Peserta yang sedang dalam proses Sandbox. 
(2) Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Peserta berada di dalam Sandbox. 
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu berwenang berwenang mengakhiri sebelum jangka waktu berakhir atau memperpanjang jangka waktu pengecualian.
(5) Dalam hal Peserta  dinyatakan keluar dari Sandbox, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir secara otomatis.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi dalam Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses uji coba dan pengembangan inovasi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(4) Peserta harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir.
(5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
a. hasil uji coba dan pengembangan atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf h;
b. pemenuhan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf i;
c. identifikasi atas uji coba dan pengembangan inovasi yang gagal dan insiden yang terjadi selamacuji coba dan pengembangan;
d. asesmen kepatuhan Peserta atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. rencana tindak lanjut Peserta setelah berakhirnya jangka waktu uji coba dan pengembangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 14 
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil Sandbox. 
(2) Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hasil Sandbox: 
a. lulus; 
b. tidak lulus; atau
c. rekomendasi tertentu.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
	 Pasal 15 	 
(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Peserta yang inovasi model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan mengumumkan Hasil Sandbox melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika Hasil Sandbox dilakukan oleh pihak yang belum diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan Peserta atau Hasil Sandbox tersebut harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Peserta yang mendapatkan rekomendasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c menindaklanjuti rekomendasi dengan: 
a. mengajukan permohonan persetujuan perizinan kepada pengawas dan/atau perizinan di bidang terkait, jika Hasil Sandbox dilakukan oleh LJK atau Pihak lain selain LJK dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. mengajukan permohonan persetujuan perizinan kepada kementerian/lembaga atau otoritas pengawas terkait selain Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal  pada saat surat kepada Peserta yang inovasi model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan dinyatakan lulus telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis  jenis ITSK, maka dapat langsung mengajukan izin usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.
(6) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3) tetap dapat melakukan kegiatan operasional bisnis terbatas sebagaimana dalam batasan Sandbox selama masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
(7) Dalam masa berlakunya surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang pemantauan sebagaimana dimaksud dalam dan pembinaan lanjutan terhadap pengelolaan risiko, tata kelola, dan pelindungan Konsumen Peserta.
(8) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan. 
(9) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga melewati masa berlaku surat lulus dan tidak diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan, status lulus dengan sendirinya berakhir dan dinyatakan tidak berlaku. 
(10) Apabila masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir, dan Peserta belum mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, Peserta wajib: 
a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam Sandbox; 
b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan 
c. menjalankan exit policy yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku surat lulus berakhir.
d. melaporkan proses pelaksanaan huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja setelah tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(11) Apabila terdapat kewajiban Peserta yang belum diselesaikan setelah masa berlaku surat lulus   sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  segala kewajiban Peserta menjadi tanggung jawab pemegang saham atau penanggung jawab Peserta.

10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15A
(1) Kewajiban Peserta dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis bagi   Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memperpanjang masa pengecualian peraturan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi   Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara otomatis sepanjang tidak terdapat evaluasi yang mengakibatkan diakhirinya pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dengan mempertimbangkan keberlanjutan inovasi dan usaha Peserta yang dimaksud. 
(3) Ketentuan pengecualian selama Sandbox sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis bagi perpanjangan masa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(4) Ketentuan perpanjangan masa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada pihak yang memiliki model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan yang sama dengan Hasil Sandbox.
[bookmark: _Hlk233445033]
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 16 
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak termasuk perizinan.
(2) Pihak yang memiliki inovasi atau kegiatan yang sama dengan Hasil Sandbox dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Peserta lulus yang ditentukan mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pendaftarannya ditolak, tidak melanjutkan proses pendaftaran, atau mengembalikan tanda lulus, ketentuan mengenai kewajiban exit policy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) dan ayat (11) berlaku secara mutatis mutandis bagi  Peserta dimaksud.
(4) Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, 16B, 16C, dan 16D sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A 
(1) Dalam hal Hasil Sandbox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kriteria dan persyaratan pendaftaran Hasil Sandbox. 
(2) Kriteria dan persyaratan Hasil Sandbox sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup model bisnis, produk, dan/atau aktivitas, layanan Hasil Sandbox; 
b. kelembagaan; dan
c. syarat lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. 
(3) Kriteria model bisnis hasil Sandbox sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(4) Pihak yang memiliki model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan, yang sama dengan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 16B
(1) Berdasarkan hasil evaluasi Sandbox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan risiko yang harus diperhatikan Peserta Sandbox Terdaftar , Penyelenggara ITSK dengan model bisnis hasil Sandbox yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
(2) Risiko yang dapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. risiko strategis;
b. risiko operasional;
c. risiko siber;
d. risiko likuiditas;
e. risiko investasi;
f. risiko hukum;
g. risiko kepatuhan;
h. risiko kredit;
i. risiko reputasi; dan/atau
j. risiko pasar,
yang ditentukan berdasarkan relevansi dan kesesuaian dengan lingkup inovasi model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan risiko uang harus diperhatikan hasil Sandbox ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16C
(1) Berdasarkan hasil evaluasi Sandbox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan spesifikasi teknis.
(2) Spesifikasi teknis yang dapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kelembagaan; 
b. tata kelola; 
c. teknologi informasi; dan/atau 
d. kemitraan. 
(3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kematangan entitas pada proses pemantauan Peserta Sandbox Terdaftar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara spesifikasi teknis yang harus diperhatikan model bisnis hasil Sandbox yang dinyatakan lulus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16D
(1) Peserta yang dan pihak yang menyelenggarakan Hasil Sandbox ditentukan mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) untuk menjadi Peserta Sandbox Terdaftar, menyampaikan permohonan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan disertai pemenuhan persyaratan dokumen pengajuan pendaftaran yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3).
(2) Pemberian persetujuan atau penolakan dapat disetujui atas permohonan izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam memberikan persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. peninajauan dan penelaahan terhadap dokumen permohonan; dan
b. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Untuk mendukung pelaksanaan peninjauan,  dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada pemohon.
(5) Pemohon menyampaikan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Pemohon dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan proses bisnis, kelembagaan, dan/atau operasional ITSK dalam hal tidak memenuhi kelengkapan dan/atau informasi tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan belum dapat disetujui.
(8) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan kepada Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, ketentuan mengenai kewajiban exit policy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis bagi  Peserta dimaksud.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
	 Pasal 17 	 
(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat tidak lulus kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
(2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam Sandbox;
b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; 
c. menjalankan exit policy yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tidak lulus disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d. melaporkan proses pelaksanaan huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja setelah tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(3) Apabila terdapat kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diselesaikan, segala kewajiban Peserta menjadi tanggung jawab pemegang saham atau penanggung jawab Peserta.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 19
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan evaluasi, dan/atau tindakan tertentu kepada Peserta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15  ayat (11), Pasal dan/atau Pasal 17 ayat (2).
(2) Atas pengenaan evaluasi, dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan:
a. rekomendasi perbaikan;
b. pembinaan; dan/atau
c. tindakan korektif.
(3)  Tindakan korektif yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikenai konsekuensi berupa:
a. Penghentian sementara proses pengujian dan pengembangan di Sandbox; atau
b. pembatalan persetujuan sebagai Peserta.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Dalam rangka memastikan Peserta Sandbox Terdaftar mampu memenuhi spesifikasi teknis untuk memperoleh izin usaha yang ditentukan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara ITSK Terdaftar.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pemantauan tidak langsung; dan 
b. pemantauan langsung. 
(3) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis laporan, dokumen, data, dan/atau informasi lain yang disampaikan oleh Peserta Sandbox Terdaftar .
(4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui peninjauan lapangan terhadap operasional Peserta Sandbox Terdaftar .
(5) Dalam melaksanakan pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Sandbox Terdaftar  wajib memberikan:
a. keterangan dan data;
b. pembukuan;
c. dokumen;
d. akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan/atau
e. hal lain yang diperlukan,
sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menerapkan evaluasi secara mandiri.
(2) Evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan;
c. edukasi dan sosialisasi kepada Konsumen;
d. kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
e. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
f. prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.
(3) Untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Sandbox Terdaftar  dari Otoritas Jasa Keuangan harus menginventarisasi risiko utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 16B ayat (2). 
(4) Peserta Sandbox Terdaftar  di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
(5) Kewajiban penyampaian evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi secara mandiri bagi Penyelenggara ITSK di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan semesteran; dan
b. laporan tahunan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lain selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap.
(5) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(6) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden.
(7) Laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.
(8) Kewajiban penyampaian laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK.
(9) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan laporan berkala ditentukan dalam periode secara lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan risiko dan Pelindungan Konsumen.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, 29B, dan 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29A
(1) Penyelenggara ITSK Tedaftar yang menyampaikan laporan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
(2) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 29B
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyusun rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap.
(3) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. target peningkatan produk, layanan, dan/atau volume usaha;
b. target pemenuhan strategi teknis; dan
c. strategi realisasi rencana sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
(5) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penyelenggara ITSK memperoleh tanda terdaftar.
(6) Apabila batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada hari kerja pertama berikutnya.
(7) Peserta Sandbox Terdaftar  hanya dapat melakukan perubahan rencana bisnis tahunan 1 (satu) kali.
(8) Perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
(9) Perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan rencana bisnis tahunan disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.
(10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Peserta Sandbox Terdaftar  untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(11) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan rencana bisnis tahunan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


Pasal 29C
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  yang menyampaikan rencana bisnis tahunan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (5) dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan.
(2) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan.


19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), 29 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 29B ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan/atau ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; 
c. pembatalan persetujuan;
d. denda; 
e. pembatalan pendaftaran; dan/atau 
f. pencabutan izin. 
(2) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
(3) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan laporan semesteran setelah batas akhir penyampaian laporan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
(5) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan laporan tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(6) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
(7) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan laporan insidental setelah batas akhir penyampaian laporan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(8) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
(9) Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan setelah batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29C ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 


20. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Dalam hal terdapat perubahan kelembagaan dari Peserta Sandbox Terdaftar , perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal terdapat rencana penyesuaian perubahan terkait proses bisnis, dan/atau operasional dari Peserta Sandbox Terdaftar , perubahan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui perubahan terkait proses bisnis, dan/atau operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum tanda terdaftar diberikan.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah model bisnis.
(5) Peserta Sandbox Terdaftar  harus menyampaikan permohonan persetujuan beserta bukti penunjang atas kesiapan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum perubahan tekait proses bisnis, kelembagaan dan operasional ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan.
(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. memberikan persetujuan atau ditolak berdasarkan penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. mewajibkan Peserta Sandbox Terdaftar  untuk mengikuti Sandbox apabila hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kegiatan yang diajukan bukan merupakan cakupan kegiatan ITSK, namun memenuhi kriteria kelayakan inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1),
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
(7) Untuk memberikan persetujuan, penolakan, atau mewajibkan mengikuti Sandbox sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan.
(8) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada pemohon.
(9) Pemohon menyampaikan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(10) Pemohon dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan proses bisnis, kelembagaan, dan/atau operasional ITSK dalam hal:
a. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau informasi tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9); atau
b. lebih dari 3 (tiga) kali diminta memenuhi kelengkapan dan/atau informasi tambahan, namun tetap belum memenuhi permintaan dimaksud.

21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 32A, dan 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32A
Selain spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (1), Peserta Sandbox Terdaftar  harus memperhatikan:
a. spesifikasi teknis yang ditetapkan pengawas Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai model bisnis ITSK,
yang digunakan sebagai dasar penilaian kematangan entitas.

Pasal 32B
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  selama periode terdaftar wajib untuk:
a. menyesuaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (1) dalam hal terdapat penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A;
b. merealisasikan rencana bisnis paling tinggi sebesar target yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (1);
c. memenuhi penilaian kematangan entitas berdasarkan Pasal 16C ayat (1) dan Pasal 32A dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis;
d. memiliki kebijakan dan prosedur pelindungan Konsumen paling sedikit berupa:
1) memberikan informasi dan pengungkapan secara lengkap atas model bisnis, produk, aktivitas, dan/atau layanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara ITSK; dan
2) mekanisme pengaduan dari pihak internal maupun eksternal terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan; 
e. menjalankan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
(2) Peserta Sandbox Terdaftar  selama periode terdaftar dilarang untuk:
a. melakukan operasional, pengembangan, dan/atau kegiatan produk, aktivitas, dan/atau layanan diluar dari jenis model bisnis Hasil Sandbox;
b. melakukan penambahan modal yang bersumber dari:
1) kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau
2) kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 33 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 32B, dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; 
c. pembatalan persetujuan; 
d. pembatalan pendaftaran; dan/atau 
e. pencabutan izin. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 34 
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana. 
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan Peserta Sandbox Terdaftar  sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk menempatkan Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia.
(3) Peserta Sandbox Terdaftar  sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui perintah tertulis. 

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 35 
(1) [bookmark: _Hlk233447498]Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan/atau (3) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; 
c. pembatalan persetujuan; 
d. pembatalan pendaftaran; dan/atau 
e. pencabutan izin. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

25. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37A
(1) Pelindungan Konsumen dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
(2) Bagi Peserta Sandbox Terdaftar , pelaksanaan pelindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara ITSK sebagai Penyelenggara ITSK yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan.
(3) Bagi Peserta Sandbox Terdaftar  yang tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, tetap wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kecuali terhadap pengaturan mengenai pelaporan terkait literasi keuangan dan pelaksanaan penilaian sendiri.
(4) Pengecualian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif yang membawahkan pengawasan ITSK, Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto.

26. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43A dan 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43A
(1) Peserta Sandbox Terdaftar  yang akan menghentikan kegiatan usaha harus menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan melampirkan dokumen:
a. risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha;
b. alasan penghentian;
c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban; dan
d. laporan keuangan terakhir.
(2) Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar .
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha yang mewajibkan Peserta Sandbox Terdaftar  :
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai Peserta Sandbox Terdaftar  ;
b. mengumumkan penghentian kegiatan usaha sebagai Peserta Sandbox Terdaftar   dan rencana penyelesaian kewajiban dalam 1 (satu) surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional, portal atau situs resmi Peserta Sandbox Terdaftar  , dan akun resmi media sosial Peserta Sandbox Terdaftar   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha;
c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar  ; dan
d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar .
(4) Dalam hal seluruh kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diselesaikan, Peserta Sandbox Terdaftar   mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis disertai dengan laporan yang memuat paling sedikit:
a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Penyelenggara ITSK Tedaftar;
d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar ; dan
e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar  telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
(5) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan tanda terdaftar atau izin usaha Peserta Sandbox Terdaftar  .
(6) Apabila terdapat kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar   yang belum diselesaikan setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha Peserta Sandbox Terdaftar  , segala kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar   menjadi tanggung jawab pemegang saham Peserta Sandbox Terdaftar  .

Pasal 43B
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut tanda terdaftar yang telah diberikan dengan menerbitkan keputusan pencabutan, dalam hal:
a. Peserta Sandbox Terdaftar   melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau
b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Apabila terdapat kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar   yang belum diselesaikan setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha Peserta Sandbox Terdaftar  , segala kewajiban Peserta Sandbox Terdaftar   menjadi tanggung jawab pemegang saham Peserta Sandbox Terdaftar  .

27. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 47 
(1) Dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ITSK, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak lain. 
(2) Kementerian, lembaga, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di dalam negeri; dan  
b. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di luar negeri. 
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:  
a. uji coba/pengembangan inovasi (sandbox); 
b. pengembangan ekosistem pengaturan berbasis teknologi (regulatory technology) dan pengawasan berbasis teknologi (supervisory technology) untuk pengembangan ITSK; 
c. pertukaran data dan/atau informasi; 
d. pembahasan mengenai isu yang sedang berkembang terkait ITSK;  
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 
f. aspek lain yang dipandang perlu; ; dan/atau
g. pengecualian atas ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian, Lembaga, dan pihak lain.
(4) Dalam hal pengecualian atas ketentuan peraturan perundang-undangan disetujui oleh otoritas, Kementerian, Lembaga, dan pihak lain, persetujuan dimaksud juga berlaku ketika Peserta Sandbox Terdaftar , kecuali ditentukan lain dalam surat persetujuan dimaksud. 
 
28. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan 49B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49A 
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada Peserta, Peserta Sandbox Terdaftar  yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Pasal 49B 
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan Sandbox, kegiatan usaha Peserta Sandbox Terdaftar  selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


29. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 50 
(1) Penyelenggara inovasi keuangan digital yang sedang dalam proses permohonan pencatatan dan peserta regulatory sandbox yang masih dalam pelaksanaan regulatory sandbox sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan diberikan status: 
a. direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; 
b. direkomendasikan tanpa kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau 
c. tidak direkomendasikan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Peserta regulatory sandbox yang diberikan hasil   berupa status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud      pada ayat (1) huruf a diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
(3) Penyelenggara 	inovasi keuangan 	digital yang telah mengajukan permohonan pencatatan namun belum 	dilakukan 	proses pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
(4) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas 	Jasa 	Keuangan 	Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 
(5) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan belum dapat memperbaiki penyebab pelanggaran,            dikenai sanksi administratif sesuai dengan      ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  ini.   
(6) Penunjukan asosiasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal II
1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, terhadap seluruh proses perizinan yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, kriteria yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Hasil Sandbox berlaku sebagai kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1).
3. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peserta Sandbox Terdaftar  yang telah diawasi dialihkan menjadi pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 23 paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otorias Jasa Keuangan ini.
4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan risiko Hasil Sandbox sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C ayat (1) lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otorias Jasa Keuangan ini.
5. Nomenklatur “Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” yang telha ada sebelum perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dimaknai sama dengan “Peserta Sandbox Terdaftar ” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
6. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan          Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73) dan ketentuan pelaksanaannya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
. 
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PENJELASAN 
ATAS 
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
 
 
I. 	UMUM  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang menjadi dasar pengaturan dan pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), disusun sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sejalan dengan perubahan landasan hukum tersebut, serta dinamika industri dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 perlu disempurnakan agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi model bisnis serta aktivitas ITSK yang semakin kompleks. Inovasi teknologi yang semakin berkembang memiliki dua sisi, yaitu sisi yang memberikan manfaat dan sisi yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap Konsumen. 
Secara garis besar, pokok-pokok perubahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi penyempurnaan mekanisme Sandbox, penyesuaian ketentuan perizinan, penguatan aspek Pelindungan Konsumen, serta penyelarasan dengan ketentuan pelaksanaan yang telah diterbitkan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan ITSK, memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik, serta tetap mengedepankan Pelindungan Konsumen.

II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Tata kelola di antaranya mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Huruf b
Termasuk dalam lingkup manajemen risiko di antaranya pengawasan aktif oleh pengurus, ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia, dan pengendalian intern.
Huruf c
Keamanan dan keandalan sistem informasi di antaranya mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, penggunaan sistem yang aman dan andal, di antaranya pengamanan dan pelindungan kerahasiaan data, pengelolaan fraud, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan/atau informasi, dan pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.
Huruf d
Pelindungan Konsumen di antaranya mencakup edukasi dan literasi keuangan, serta pengawasan perilaku pasar (market conduct). 
Huruf e
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (3)

Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rekomendasi dari pengawas LJK terkait dapat dituangkan antara lain dalam bentuk surat persetujuan, surat rekomendasi, dan surat tidak keberatan
Ayat (3)
Kewenangan untuk mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK untuk mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada OJK dapat berupa:
a. Inisiatif dari Otoritas Jasa Keuangan;
b. Permintaan dari otoritas lain;
c. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan otoritas lain; dan/atau 
d. Pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (4)
Permohonan dilengkapi paling sedikit dengan dokumen terkait kelembagaan, penjelasan terkait inovasi yang dikembangkan, serta bukti kesiapan Peserta untuk menyelenggarakan ITSK. 
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan memastikan sumber modal antara lain dibuktikan dengan surat pernyataan.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Calon Peserta menyampaikan penjelasan atas potensi risiko yang relevan dengan relevansi dan kesesuaian dengan lingkup model bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan/atau layanan, paling sedikit mencakup:
a. risiko strategis;
b. risiko operasional;
c. risiko siber;
d. risiko likuiditas;
e. risiko investasi;
f. risiko hukum;
g. risiko kepatuhan;
h. risiko kredit;
i. risiko reputasi; dan/atau
j. risiko pasar,
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “kerangka keamanan dan keandalan sistem” adalah identifikasi mandiri dari calon Peserta dalam memetakan kerangka keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan sistem yang relevan dengan model bisnis yang diuji dan dikembangkan di Sandbox.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas. 
 
Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pertimbangan tertentu antara lain: diterbitkan standar baru, diberlakukannya protokol khusus yang digunakan secara luas dalam industri
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Perubahan yang terkait dengan ITSK dan Peserta antara lain perubahan bisnis model, perubahan kelembagaan Peserta, dan perubahan Rencana Pengujian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Huruf a
Pemantauan tidak langsung dikenal dengan istilah off-site monitoring.
Huruf b
Pemantauan langsung dikenal dengan istilah on-site
monitoring.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tertentu” adalah peraturan dan ketentuan terkait uji coba dan pengembangan inovasi yang sedang dilakukan Peserta.
Yang dimaksud dengan “permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan” adalah permohonan kepada pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi entitas, dalam hal belum ada pengawas entitas permohonan diajukan kepada yang melakukan pemantauan Sandbox.
Contoh pihak lain yang terkait dengan Peserta antara lain: inovasi teknologi atau model bisnis yang disediakan bank yang memungkinkan integrasi layanan dengan LJK Aset Kripto, dimana LJK Aset Kripto menjadi pihak lain yang terkait dengan bank sebagai calon Peserta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi yang
berbeda berupa percepatan atau perpanjangan.
Dalam menetapkan percepatan atau perpanjangan jangka waktu uji coba dan pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan hasil uji coba dan pengembangan, kebutuhan perbaikan, kompleksitas, dan kebutuhan Peserta untuk percepatan jangka waktu Sandbox.
Ayat (3)
Contoh:
Dalam proses Sandbox diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria kelayakan untuk mengikuti Sandbox
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh: bank mengembangkan layanan digital dibidang bank.
Huruf b
Contoh: penyedia layanan elektronik menyediakan layanan dukungan digitalisasi yang dapat digunakan di sektor keuangan dan non-keuangan.
Ayat (4)
Pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
a. kesiapan Peserta yang terdiri atas aspek kelembagaan, permodalan, dan infrastruktur teknologi;
b. kesiapan kerangka pengaturan; dan
c. kesiapan infrastruktur pendukung pasar lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab dari Peserta Sandbox berbentuk badan hukum selain perseroan, contoh: pengurus yang bertanggung jawab secara hukum atas badan hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Angka 10
Pasal 15A
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 16
Ayat (1)
Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 216 ayat 3 huruf c Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “inovasi dan kegiatan yang sama dengan Hasil Sandbox” adalah serangkaian produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital yang memiliki kekhususan dan dihasilkan dari proses Sandbox.
Contoh:
Jenis ITSK berupa pemeringkat kredit alternatif yang dikenal dengan nama alternative/innovative credit scoring.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 16A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup” adalah batas minimum, dan batasan aktivitas suatu kegiatan usaha atau inovasi untuk dapat dikategorikan sebagai Hasil Sandbox.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah dokumen legalitas organisasi calon Peserta Sandbox Terdaftar.
Huruf c
	Contoh: 
a. bukti keandalan infrastruktur teknologi informasi terkait dengan model bisnis, produk, dan/atau aktivitas, layanan Hasil Sandbox;
b. bukti aspek tata kelola termasuk kelembagaan dan manajemen risiko; 
c. bukti aspek permodalan dan keuangan perusahaan; dan/atau
d. bukti aspek lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Huruf b
risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Penyelenggara ITSK.
Huruf c
risiko siber adalah risiko yang disebabkan oleh serangan, kegagalan, kerentanan, atau celah pada keamanan sistem informasi yang memiliki potensi kerugian dan dampak negatif terhadap sistem teknologi informasi, data, atau operasional.
Huruf d
risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan produk yang dikelola Penyelenggara ITSK dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Huruf e
risiko investasi adalah risiko yang timbul pada kondisi keuangan Penyelenggara ITSK akibat penempatan investasi yang dilakukan untuk kepentingan Penyelenggara ITSK sendiri.
Huruf f
risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Huruf g
Cukup jelas.
Huruf g
risiko kepatuhan adalah risiko akibat Penyelenggara ITSK tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penyelenggara ITSK.
Huruf h
risiko kredit adalah risiko yang disebabkan kegagalan pihak lain khususnya counterparty transaksi dan/atau kontrak, terkait instrumen dalam portofolio dalam memenuhi kewajibannya
Huruf i
risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Penyelenggara ITSK.
Huruf j
risiko pasar adalah risiko yang timbul pada portofolio akibat perubahan kondisi pasar termasuk perubahan harga dan suku bunga.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16C
Cukup jelas.

Pasal 16D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adanya informasi dan/atau dokumen dari otoritas lain terkait pemohon dan/atau permohonan yang diajukan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (11).

Angka 14
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 23
Ayat (1)
Kriteria sebagaimana dimaksud terkait dengan: pemenuhan tata kelola, syarat kelembagaan, manajemen risiko, keandalan teknologi informasi, dan kriteria yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Huruf a
Pengawasan tidak langsung dikenal dengan istilah off-site supervision.
Huruf b
Pengawasan langsung dikenal dengan istilah on-site supervision.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 26
Ayat (1)
Evaluasi secara mandiri dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan lain selain laporan insidental dapat berupa maturity assessment terhadap platform Peserta Sandbox Terdaftar .
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Penyelenggara ITSK dan tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar. 
Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (3).
Ayat (9)
Yang dimaksud “periode lain” adalah periode pelaporan lain seperti bulanan, atau triwulanan.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 29A
Cukup jelas

Pasal 29B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis tahunan” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Peserta Sandbox Terdaftar .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 29C
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin terkait dengan aktivitas ITSK
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pertimbangan antara lain: diberikan untuk mengatasi kondisi keuangan, likuiditas, dan lain-lain.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 32A
Cukup jelas.

Pasal 32B
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
a. pengawas menetapkan penyesuaian spesifikasi teknis Penyelenggara ITSK dengan status terdaftar dengan model bisnis penerbit token aset nyata untuk menerapkan tata kelola atestasi aset nyata dengan token; dan
b. Penyelenggara ITSK dengan status terdaftar dengan model bisnis penyelenggara agregasi jasa keuangan menyesuaikan spesifikasi teknis kewajiban dan arangan yang ditentukan dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara agregasi jasa keuangan,
penyesuaian tersebut disesuaikan dalam rencana bisnis.
Huruf b
Contoh: rencana bisnis Penyelenggara ITSK dengan status terdaftar dengan model bisnis penerbit token aset nyata memiliki target volume usaha menerbitkan token sebanyak 1000 (seribu) token, maka hingga akhir periode rencana bisnis maksimum realisasi token sebanyak 1000 (seribu) token.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain ketentuan terkait keimigrasian, dan perpajakan.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh: Penyelenggara ITSK dengan status terdaftar dengan model bisnis pemeringkat kredit alternatif mengembangkan usahanya dalam pemeringkat keamanan wallet aset kripto.
Huruf b
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin terkait dengan aktivitas ITSK
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memiliki pusat data dan pusat
pemulihan bencana” termasuk mempergunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana milik pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin terkait dengan aktivitas ITSK
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 37A
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 43A
Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 49A	
Cukup jelas.

Pasal 49B
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas. 
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